https://jdih.metrokota.go.id

BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR |5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN

Merurmbang

Mengingat

BUMI SA] WAWAI KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dan
partisipasi masyarakat, dalam menciptakan  keindahan,
kcamanan dan  keschatan  lingkungan permukiman,
Pemerintah Kota Metro menyelenpgarakan Program Gerakan
Membanpgun Bumi Sai Wawai;

bahwa Peraturan Walikota Metro Nomor 19 Tahun 2018
tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Program  Gerakan
Membangun Bumi Sai Wawai Kota Metro, perlu disesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku dan
lkondisi masyarakat di Kota Metro;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro
Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Program Gerakan Membangun Bumi Sai Wawai Kaota Metro;

Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 1999  tentang
Pembentukan Kabupaten Dati Il Way Kanan, Kabupaten Dati
I Lampung Timur dan Kotamadya Dati 1T Metro (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3825);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangat
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
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10.

11.

12,

L3,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Megara  Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomeor 82,
Tambahan Lembaran Negara HRepublik Indonesia Nomor
o34,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3587) scbagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 {Lembaran Mepgara Republik Indonesia Tabun
2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan [Lembaran Negara Eepublik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Perafuran Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  [Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6822);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemermiah Daerah Kepada Pemennlah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyvarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Notmor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4826);

Peratuiran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keusngan [acrah
sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Womor 21 Tabon 2011,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial vang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018,
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Menetapkan

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

15. Peraturan Daerah Kota Metrn Nomar 7 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah ([Lembaran Daerah
Kota Metro Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Metro Nomor ¥);

16. Peraturan Walikota Metro NMomor 03 Tahun 2012 tentang
Pedoman  Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Mctro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomaor 3)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Walikota Metro Nomor ¥ Tahun 2018 (Berita
Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSEAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM GERAEKAN
MEMBANGUN BUMI SAI WAWAI KOTA METRO.

Pasal I

Beberapa ketentnan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor
19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program
Gerakan Membangun Bumi Sai Wawai Kota Metro |Berita
Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 19|, diubah sebagai
berikut :

1., Ketentuan Pasal 1 angka 6, 7, B, 9, 10 dan 19 dihapus,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAR I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pm_'atm'an W_H.likﬂl.a i, yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kota Metro,

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah  yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom,

3.  Kepala Daerah adalah Walikota Melro.

4.  Gerakan Membangun Burm S5z Wawal  selanjutmya
dischut GERBANG Bumi Sai Wawal adalah Program
unggulan Pemerintah Kota Metro melalui Organisasi
Perangkat Daerah  Kecamatan untuk  kegiatan
infrastruktur melalul Kelompok Kerja [POKJA) dalam
rangka mcningkatkan pecran scrta dan pcmberdayaan
masyarakat dalam pembangunan daerah.
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12,

. 13.

14.

15,

16.

L7,

. 13,

15

[nspektorat adalah unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban
membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Program
CERBANG Bumi Bai Wawai Kota Metro.

Dihspus,
Dihapus.
Dihapus.
Dihapus.
Dihapus.

OPD pelaksana Program GERBANG Bumi Sal Wawail adalah Kecamatan
yvang sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Program GERBANG Bumi Sai

Wawai,

Penpguna Anggaran yang selanjutnya disebut Pengguna Anggaran (PA)
adalah pcjabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Organisasi
Perangkat Dacrah atau pejabat vang disamakan pada Institusi lain
pengeuna Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APRI).

Camat adalah pemimpin Kecamatan dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kecrja keccamatan dan bertindak scbagai
Pengpuna Anggaran [PA) seckalipus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
[PPK} pada Program GERBANG Bumi Sai Wawal.

Tim monitoring Kecamatan adalah Tim yvang dibentuk oleh Camat vang
bertugas melakukan monitoring pelaksanaan  kegiatan POEJA di
lapangan.

Tim Pengendali adalah Tim yang dibentuk oleh Camat yang bertugas
melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Lurah adalah Kepala Kelurahan yvang bertupas menyvelenggarakan urusan
Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wyang wilayahnya
menjadi objek GERBANG Bumi Bai Wawai.

Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan
Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan E-Purchasing,

Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut POEJA adalah kelompok yang
dibentuk oleh masvaraket berdasarken hasil musvawarah untuk
melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Gerbang
Bumi Sai Wawai.

Dihapus.

Tenapga Teknis Masyarakat adalah orang yang dapat memahami
pekerjaan konstraksi,

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) ditambah 2 (dua) huraf yaing huruf g dan huraf h
dan ayat (3) ditambah B huruf vaitu hurat g, b, i, j, k, |, m dan n dan ditambah
1 [satu) ayat vaitu ayat (4), sehingza Pasal 3 berbunyi sebagal berlout ;

(1)

BAB III
RUANG LINGKUP, JENIS HIBRAH BARANG DAN
PAJAK PENGADAAN BARANG

Pasal 3

Program GERBANG Bumi Sai Wawail bidang infrastruktur adalah hibah
barang untuk kegiatan sederhana yang tidak memerhakan tcknolog tinpgi
dan dapat dilaksanakan oleh POKJA meliputi :
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(2}

(3]

(4}

Pembangunan dan alau perbaikan jalan selapak dan cor blok;

-

Pembangunan dan atau perbaikan saluran drainase linglungan:
Pembangunan dan atau perbaikan saluran tersier:
Pembangunan dan atau perbaikan saluran kuarier;
Pembangunan dan atau perbaikan gorong-gorong ingkungan;
Pembangunan tempat pembuangsn sampah sementara;
Permbangunan Lampu Penerangan Lingloangan;

Pemmbangunan Jamban Sehat.

R s Been

Lokasi yang digunakan untuk kegiatan GERBANG Bumi Sai Wawai tidak
bermasalah.

Jenis hibah barang vang ada dibantu melalai Program GERBANG Bum
Sai Wawai adalah :

a. Batu belah;

Batu bata;

Split;

Pasir;

it A =

Semen;
Besi;
Closct)Bowl;

TR o

Pipa Paralon dan perlengkapannya;

1.  Lampu LED 7 Walt;

Tiang Lampu Pipa Galvanis € 27;

Kabel Tanam @ 0,75mm x 2 Panjang 20 meter dan perlengkapannyva;
Pintu PVC;

m. Keramik Lantai dan Dinding;

ti. Buis Beton (Buis Deker).

i =i s

Keginian  Gerakan  Membangon Buami 581 Wawad Tabun 2019
diprioritaskan pada Pembangunan Lampu Penerangan Lingkunpgan
(Gambar dan Spesifikasi pada Lampiran XII dan XIM).

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2], ayat (3} dan ayat (9) Tahap Il {Pelaporan) huruf a
diubah, schingga Pasal 6 berbunyi sebagal berikut :

(1}

(£)

Bagian Ketiga
Alur Usulan, Pelaksanaan dan Pelaporan

Pasal 6

Pokja mengajukan permohonan Hibah Kepada Walikota Cq. Camat
setempal (Lampiran [I) dan dengan sistematika yvang telah ditetapkan
(Lampiran TIT).

Usulan kegiatan bisa dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(MUSEENBANG) tingkat Kelurahan, dan atau Usulan kegiatan masyarakat
vang sangat mendesak / prioritas di wilayahnyva.
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(3]

(1

(5}

(6]

7]

(8)

g {9l

Perencanaan kegiatan disusun masing masing POKJA dan dibantu oleh
OFD sesuai dengan Tugas dan Fungsi.

Penetapan jenis kegiatan, nifai kegiatan, lokasi dan nama PORJA
penerima  hibah barang ditctapkan dengan Keputusan Walikota
berdasarkan usulan Camat setempat (Lampiran V).

Penganggaran kegiatan dialokasikan pada belanja langsung vyang
diformulasikan kedalam program dan kegiatan, diuraikan kedalam jenis
belanja barang pada DPA Kecamatan setempat.

Kecamatan melaksanakan Proses Pengadaan DBamang/Jesa, melalu
mekanisme sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang

Pengudaan Barang/.Jasa Pemerintah.

Camat Mcmbuat Naskah Pergannan Hibah Dacrah (NPHD) dengan PORKJA
[Lampiran V).

Pokja Membuat dan menandatangani Pakta Integritas Hibah Barang
(Lampiran VI)j.

Alur Pelaksanaan kegiatan Gerbang Bumi Sai Wawai :

Tahap 1 {Pengusulan)

a. Pengajuan permcohonan kegiatan merujuk pada Pasal 6 ayat [2)
diatas;

b. Pokja mengajukan usulan kegatan kepada Camat melalud Lurah
sotempat;

c. HKasi Pembangunan Kecamatan memverifikasi usulan dari POEJA dan
merekapitulasi usulan dari masing masing Kelurahan;

d. Camat selaku Pengguna Anggaran jika tidak mempunyai personil
Pejabat Pengadaan dapat meminta bantuan kepada Kepala Unit Kerja
Pengadaan barang/jasa Kota Metro;

g, Camal selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pojabul Pembuat
Komitmen mempuyai tugas @

1)  Menyusun perencanaan pengadaan;

2)  Menctapkan spesihikasi tekms/ Kerangka Acuan Kerja (KAK);

3}  Menetapkan rancangsan kontrak;

4) Menectapkan HPS;

3)  Menctapkan besaran uang muka vang akan dibayarkan kepads
penyedia;

5} Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;

71 Mcngendalikan kontrak;

8) Melakukan rindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja.

Tahap I1 (Pelaksanaan)

a. Pokja melaksanakan kegiatan setelah menerima hibah barang dar

Camat yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang
{Lampiran VIL;

b. Pokja dalam melaksanakan kegiatan harus sesusi dengan usulan
vang diajukan dan dituangkan kedalam Surat Pernvataan
Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan (Lampiran VIIT);
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c. Tim Monitoring Kecamatan yang di bentuk oleh Camat melakukan
maonitoring pekerjaan  yang dilaksanakan oleh POKJA dengan
melibatkan Lurah sebagai Tim pengendali lapangan.

Tahap III {Pelaporan)

a. Pokja wajib menyampaikan laporan akhir kegiatan kepada Camal
melalui Lurah sctempat (Lampiran [X), dilampirkan dengan :

1. Foto kopi propesal pengajuan awal;
2. Laporan partisipasifSwadaya Masyarakat (Lampiran X);

3. Dolumentasi [foto) perkembangan kegiatan dar 0%, 100%
{Lampiran X1).

b. Camat melaporkan pelaksanasan program GERBANG Bumi Sai Wawai
kepada Walikota Metro,

Pasal I
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

.A,ga: setiap orang  mengetahuinya, memerintabkan  pengundangan  Peraturan
Walikota ind dengan ]‘J:‘:nernpatimn}i'ﬂ dalam Berita Naerah Kota Metro.

| PARAF HIERARKHIS

Wakil Walikola ... .. i ; Ditetapkan di M::tn_:-
LT T U i .h"' pada tanggal 92 M& 2019
e I WALIKOTA METRO,
-"-'l.!.i ......... —
H.‘-p.i' Sagran .., m"‘.q. : /a"t [ i as
Kasukizag . l / /f- AC PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal g5 e 2019

SEERETARIS DAERAH KOTA METRO,

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2019 NOMOR ill:;
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Lampiran [ : Peraturan Walikota Metro
Nomor : It Tahun 2019
Tanggal : #2%% 2019

BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBENTUKAN POEJA

PROGRAM GERBANG BUMI SAT WAWAIRT ... /f RW ...
KELURAHAN....KECAMATAN...........oeen0
TAHUN ......
Pada hari ini ...... tanggal ...... Bulan ...... Tahun ...... yvang bertcmpat di ........
Kelurahan ....... Kecamatan ... telah diadakan musyawarah  ([daftar hadic

terlampir] tentang Pembentukan kepengurusan Kelompeok Masyarakat (POK.JAJ,
menghasilkan keputusan Musyawarah sebagai berikat :

b Nepsa PORIA b sdncdsariniiinuass
2. EKetua R R R e
3. SBckretaris
. 4. Bendahara
5. Tenaga Teknis
B, Anggota L R e
B i e e
b e R B A R

Demikian Berita Acara Pembentukan Kelompok Masvarakat (POEJA) i dibentuk
guna memngkatkan partisipas] masyarakat dalam membangun wilayah dan Berita
Acara ini dibuat sebagai syarat pengajuan kegiatan bidang insfrastruktur.

Wt e v 20
. Pimpinan Rapat RW Motulen Ketua RT
Diketahui Olch,
B 3 g ot R e Ketua LPM

EEIEEEEESESESNLEEESEESSESIEETE®E 0 EEEESEEI SNSRI EEEEEEEEEE

|
PARAF HIERAE#HIS

Wakil Walikota ... WALIKOTA METRO,

ey =

L gt IL'- .................. ﬁ;‘:}.’, :
Wepata Bagian .. HOUDOIM /\‘651 A : PAIRIN
] Hasubbag ,_‘h’.’_ ﬂ%*q e
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Lampiran 1l : Peraturan Walikota Metro

Momer : % Tahun 2019
Tanggal : 23 s 2019
EKELOMPOEK MASYARAKAT (POKJA} ......

Sekretanat : Jl. ....... RT.... RW ....

11 i 1 g, ARERTPBRTRPRPPN |

Kepada,
MNomor : Yth. Watikota Metro
Lampiran : 1 (Satu) Berkas - Cq. Camat
Hal . Permohonan Hibah i

TEMFPAT

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan
pelaksanaan mgas-tugas pemerinfahan di wilayah Kota Mctro
. dan dalam rangka menunjang kegiatan Pembangunan ..o,
POKJA s kami mengharapkan kiranva dapat dibcnkan
bantuan hibah barang berupsa ;

sehinpgpa pelaksanaan tugas dan lungsi ks dapat berjalan
secara  optimal  dan  berperan akif dalam percepatan
pembangunan dacrah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk keglatan :

No | Jenis Kegiatan Volume Keterangan
dan (Fig/ Lbr/Tingei/Buahf
Alamat ned]
. | 1. Kegiatan ... i
Alamat ... | savi=d

Berkaitan dengan hal tersebut, sehagai bahan
pertimbangan, terlampir kami sampaikan proposal permohonan
hibah dimaksud.

Demikian permaohonan kami, atas perkenan dan bantusnnya
diucapkan rerima kasih.

Hormat Kami,
Ketua POKJA ...

PARAF HIERARKHIS
e o e I T e ke

T . U=
Hasubbag ..F!_E.“"_ ‘6-'_ ; & E_WD PAIRIN
E

e
o,
!
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Lampiran III ; Peraturan Walikota Metro
Nomaor LB ‘T@hun 20019
Tanggal ;| & W 2010

SISTEMATIKA PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH

I. PENDAHULUAN
II. RENCANA HIBAH BIDANG INFRASTRUKTUR
Ill. WAKTU DAN LOKASI PELAKSANAAN
IV. JENIS KEBUTUHAN BARANG YANG DIUSULKAN
V. RENCANA PENGGUNAAN BARANG
V1. PENUTUP
LAMPIREAN
1. Berita Acara Musyvawarah Pembentukan POKJA

. 2.  Berita Acara Usulan Hasil Kesepakatan Musyawarah
3.  Sural Pernyalasan Kesanggupan Melaksanakan Kegialan
4. Pakta Integnitas Hibah Barang
5. Keputusan Walikota Metro tentang Penetapan Kegiatan, Alokasi dan

Kebutuhan Bahan Penerima Hibah Program Gerakan Membangun
Bumi Sai Wawai

6. Maskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Metro
dengan POK.JA

7. Gambar Tcknis dan Foto kondisi 0 %

. Mengetahu, Hormat Kami,
Lurah Eetua POKJA

" PARAF HIERARKHIS
Wakil Walikota . oo b, WALIKOTA METRO,
GERda e *'\QF: e
Y L ................ !1/ //D P U R
Hegpala Bagian .m s (F/ﬁ' ¥ MM PAIRIN

i Kasubbag _fh!l #w#&l I

T o/
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Lampiran IV :  Peraturan Walikola Melro
Nomor : !5 Tashun 2010

Tanggal : #2 M 2019

WALIKOTA METRO

KEPFUTUSAN WALTKOTA METRO
NOMOR : /KPTS/ [20.......

TENTANG
. PENETAPAN ALOKASI DAN KEBUTUHAN BAHAN
PENERIMA HIBAH PROGRAM GERAEKAN MEMBANGUN BUMI SAI WAWAI
KOTA METRO TAHUN 20....

WALIKOTA METRO,

Menimbang B e e T S e B
i e e s am s gt s e A A A A e B T A :
D e e v A R i S R S s TR ST
Mengimngat T R B e L R s :
. R e B AT i S o i MR A R Rt A VT e :
L e S e -
4,
MemperhmBletn: F .. oo s o s s s s 5 s s g i i :
2

MEMUTUSHAN :
Menetapkan

KESATU
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KEDUA
KETIGA

KEEMPAT

Ditctapkan di Mectro
Pada tanggal

WALIKOTA METRO,
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Lampiran : Keputusan Walikota Metro
Nomor : [KPTS/ [20..

Tangga_l z 20..

PENETAPAN ALOKASI DAN KEBEUTUHAN BAHAN
PENERIMA HIEAH PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BUMI SAT WAWAI

EOTA METRD
e _Tf
PENERIMA HIBAH
No. (POK.JA) TITIK LOKASI Jml
I, |[Kelurghan cooevecvrveene | ]
1. POKJA .... P | | e N I (St unit
2. POKJA ... i ¢ e T TT unit
3. POKJA ... ol csesins: 0007w unit
4. POKJA ... Jn. ... R — unil
2, | Kelubahadi s
1. POKJA ... Jln. ..... o e ey unit
o 2. POKJA ... JIn. ..., Mtz 1 ame unit
3, POKJA ... JIn. ..... L . T unit
4, POKJA ... JIn Jin o oaliii unit
3 Kelarehar oo
1. POKJA ... Jn, ..... afWfleneey O Gnasm unit
2. POKJA ... Jln. ..... 2 L e (T unit
3. POEKJA ... JIn. ..... Jmn ooee. uhit
4. POKJA .... Jln. ..... Jin, ..... R unit.
4. | Kelurahan ................. .
1. POKJA .. JIn. .. | 7 A & 31
2. POKJA ... JIn. ..... J e i unit
3. POKJA ... 0. ... L e N (N unit
4, POEJA .... JIn. ..... L i s e R unit
3.
. | Dst._... .
WALIKOTA METRO,
MR T i .
o
Aﬂgﬂé PAIRIN
i
PFARAF HIERAHKH
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Lampiran V : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 15 Tahun 2019

Tanggal : 3% M 2019

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH [NPHD|
ANTARA
PEMERINTAHAN KOTA METRO

DENGAN

KELOMPOK MASYARAKAT ........ saras

[
HGHGR L L L Ny NN g I TN

5
Hnunn E BEAAFEEEFFEAEERSSFrFEERFddrrr TR P s N EEE T T YRR EE NS NN S SN EEEEE

Pada hari ini, ......coeeve. Tangesal ... bulan ............. tahun ... yang
bertanda tangan di bawah 1ni :
Lo R . 3 st b s et s s wmeand's s g S

NIP TSR B A e o oA el R

Alarmat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Metro yang
selanjuinva disebut PIHAK PERTAMA.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....... yvang selanjutnya discbut
PIHAK KEDUA.

Selanjuinya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara hersama-sama disebur
PARA PIHAK,

Dalam rangka pelaksanaan pemberian hibah barang, PARA PIHAK telah setuju dan
mufakat untuk menandatangani Perjanjian Hibah Dacrah ini dengan ketentuan
schagai berikut :

BAB I
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

Pasal 1

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang
dengan rincian sebagai berilout :
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{2)

(3]

%

(1)

(2)

(3}

(4)

(1)

' No. Jenis Earé-ng ;

Jumlah

. P:.ng‘jm - Satuan

Pemberian hibah barang sebagaimana dimaksud pada avat {1} dipergunakan
scsual dengan yang telah ditetapkan dalam DPA-Kecamatan, vang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibhah Dacrah ini.

Penggunaan barang scbhagaimana dimaksud pada avat (2] bertujuan untuk

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam
Bentuk barang, maka barang tersebut menjadi milik PIHAK KEDUA.

BABII
PENYERAHAN HIBAH DAERAH

Pasal 2

Pemberian Hibah secbagsimana dimaksud dalam pasal 1 bersumber dari
Anpggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD) Pemerintah Daerah Kota
Metro melalha DPA-Kecamatan ...... Tahun Anggaran 20109,

Untuk penyerahan hibah barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK
KEDUA mengajukan permohonan  kepada PIHAK  PERTAMA, denpan
melampirkan :

A, Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

b. Pakta Integritas Penerima Hibah;

c. Penggunaan Barang Hibah;

d. BSurat Pernyataan Kesangpupan Melaksanakan Keglatan.

PIHAK KEDUA setelah menerima barang hibah dari PMITHAK PERTAMA, sepera
melaksanakan pengunaan harang sebagaimans dimaksud pada avat (2) huruf

c sesual dengan peruntukannya dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penyerahan hibah daerah dard PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
dicantumbkan dalam Betita Acara Serah Terima.

BAB Il
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

PIHAK PERTAMA :

a. Berhak menerima laporan pertanggungjawaban pengpunaan hibah barang
dan PIHAK KEDUA;

b. Berkewsajiban sepera menyerahkan hibah  barang, setelah seluruh
persyaratan berkas pengajuan penverahan hibah barang lengkap, benar
serta melaksanakan monitoring dan evalussi atas penggunaan hibah
barang oleh PIHAK KEDLUA;
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{]

c. dan seterusnya.

PIHAK KEDUA :
a.  Berhak menenma hibah barang dengan jenis/ spesifikasi dan jumlahjfunit
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).

b. Berkewajiban menggunakan hibah barang hanya untuk tujuan kegiatan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3}, dan menyampaikan
laporan penggunaan barang hibah kepada PIHAK PERTAMA paling lambal

c. dan seterusnya.

BAB IV
FORCE MAJEURE

Pazal 4

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK atau Force Majeure,
maka salah satu pihak yang mengalami force mapeure harmis memberitahukan
kepada pthak yang lain, dan kepada mhak yang mengalami foree majeure tersebut

. dibecbaskan dari scgala kewajiban sampai dengan keadaan force moujeure lersebut
berakhir.

BAB YV
SANKSI

Pazsal 5

Apabila terjadi pelanggaran terhadap Maskeh Perjanjian Hibah Dacrah Ini, PARA
PIHAK bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan
pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1]

BAB VI
LATN-LAIN
Pasal 6
Segala perubahan terhadap hal-hal yang telah diatur dalam Naskah Perjanjian

Hibah Daerah Ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA
PIHAK.

Segala keteniuan vang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Ini
herlaku serta mengikat PARA PFIHAK yang menandatangani.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat 2 (dua} rangkap, bermaterai cukup
memiliki kekuatan hukum yang sama selelah ditandatangani oleh PARA
PIHAK.

Naskah Peganjian Hibah Daerah ini mulai  berlaku  scjak  tanggal
ditandatangani PARA PIHAK dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran ...,

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
CAMAT ........
I_ ______________ s e
P Fu‘ = }r‘f_’F{ﬂ_;ﬁngiE’ | 1 SN
| wizkil v AT
II L -.-:--T ) 5
LS s o | K WALIKOTA METRO,
538 I |
f-____ﬁq PRt W s
! Kepata Bagan,. w l -
SRR (i PAIRIN
T LI I e
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Lampiran VI : Peraturan Walikota Metro

Momor ;@ |
Tanggal ]

Y  Tahun 2019
-3 BT 2019

PAKTA INTEGRITAS HIBEAH BARANG

Saya yvang bertanda tangan dibawah i :

MNatma
Jabhatan
Alamat
Eclurahan
Kecamatan

Dalam menggunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan hibah barang

dari Pemerintah Kota Metro, dengan ini menyatakan bahwa saya ©

L.
2.

Tidak akan melakukan praltek Korapsi, Kolusl, Nepotisme (KKN);

Berjanji akan melaksanakannya denpan transparan dan akuntabel dalam
arli skan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara
optimal untuk memberikan hagil kerja terbaik dari penggunaan hibah

barang ini sesua dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

perundang-undangan yang berlaku.

Apabila saya melanggar hal-hal vang telah sayva nyvatakan dalam Pakia
Integritas i1, sayva bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta
dituntut ganti rupgi dan pidana sesual dengan ketentuan peraturan

|55 5 PO TP o
b T )
PARAF HIERARKHIS
dakil Wit o | Y L} WALEREYLN AR,
SRR o | \-K_f_l -—— - :‘:‘l
des Fﬂf_ .......... e ;‘._w* &
Eepars Bagran M MAD PAIRIN
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Lampiran VII : Peraturan Walikota Mctro
Nomor : 15 Tahun 2019

Tanggal : 2 Mt 2019

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Pada hari ind, ....... tanggal.......bulan....... tahun..._.. » yang bertanda tangan dibawah

Dalam hal imi bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Metro yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama R M B i
Alamat T
Jabatan : Ketua PORKJA ...
Kelurahan i e Ea i
Kecamatan

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama POKJA ... yang sclanjutnya disebut
FIHAK KEDUA.

Masing-masing karena jabatannya, dengan ini menyatakan dengan sebenamya
bahwa PIHAK EESATU (elah menyerahkan barang dan PIHAK KEDUA telah
menerima barang tersebut berupa :

No. Jenis Barang Jumlah Nilai
e — Angka | Satan | [RP)
E
I .
I
JUMLAH Rp
Sebagai realisasi dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor........tanggal.........

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Kctua POKJA ..... CAMAT ...,
.......... r...-u...-.u..- i - I e L e o A Y W b

[ PARAF HIERARIHIS et
‘rn::'a [0 1 [ g ] WALIKOTA HETRD,

- . i

Kepats Sagian m /ﬁ '

! Hasubbag am M" f -)'-l'l-". -3
£

N e

[ .t'u'-.h.l.'FI". .................
5 hey . .Ii'::._._.; ...... X \g ! == _-.J-:_:.‘_")
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Lampiran VIII : Peraturan Walikota Melro
Nomor : 1% Tahun 2019
Tanggal : 27 w2019

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN M AKAN TAN

Saya yang bertanda langan dibawah ini :

Nama X

Jabatan dalam POKJA CEKetua PORKJA ...
Kelurahan :

Kecamatan

Mcnyatakan dengan sesunggguhnya bahwa saya :

1. Sanggup melaksanakan kegiatan sesuai dengan Hibah barang tersebut telah
digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Dacrah [NPHD)

2. Bangpup mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan scsuai denpan proposal
& vang kami ajukan.

. Sanggup mclakukan perawatan terhadap hasil kegiatan wyang telah kami
laksanakan.

Demikian Surat Pernyataan ini kemi buat dengan sebenar-benarnya dan apabila
terdapat penyimpangan di dalam penggunasan hibah barang tersebut, saya bersedia
dituntut sesuai dengan Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

——am mm s v R r= i

[ PARAF HIERARKKHIE

[ e e i e 6 e o e a.-\.-.ru-.t-u—---—--—

oo ST, S WALIROTA METR,

oL B e e - e

|l-ﬂ-. < Er N At [,
i LGP Iy '.:-\.'-.|.." H“m IE o PMRIH




https://jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Lampiran [X : Peraturan Walikota Metro
Nomor : !5 Tahun 2019
Tangeal : 27 W 21U

EKELOMPOE MASYARAKAT [POKJA) ......

Sekretariar : 1. ........ RT ... RW __..
.7, U] o o T 20
Kepada,
I‘-InrrmF : Yibo Elawmant o
Lampiran : 1 [Sam) Berkas Melalui Lurah
Hal : Penyampaian Laporan Akhir di-
TEMPAT

Dengan  ini kami  sampsaikan  laporan  akhir  kegiatan

pembangunan ... di jalan ... Rt..../Rw...,
Kelurahan .. Kecamatan ... yang telah sclesai
. seratus persen (100%), dengan lampiran

1. Foto kopi Proposal Pengajuan awal (harus dilampirkan).
2. Betita Acara Serah Tennma Barang.

3. Lapwan Penggunaan Hibah Barang dan Partisipasi

Masvarakat.
4, Deokumentasi (foto) perkembangan kegiatan dari 0%, 100%.

Demildan Laporan Akhivr Kepiatan irni kami sampaikan dan

divicaplkan terima kasih.

Hormal Kammu,
Ketua POKJA .
o " |
[ PARAEF FIIEHA *ZLIIZ!--HS

T Al i l h ! WALIKOTA METRO,

|

| -FE:
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Lampiran X : Peraturan Walikota Metro
Nomor : I Tahun 2019
Tanggal : & Mo 2019

LAPORAN PARTISIPASI/SWADAYA MASYARAKAT

Nama POKJA E RSl A T e

Nama Ketua POEJA ... T P A S AR B R e

Nama Kcgiatan AT

Kecamatan S e o e AR

Na. Jenis Barang Jumlah/Rp Keterangan |
|

& 1. | MATERIAL T
2. | DANA

L e e T T —

| PARAF MIERAR His

Woakil Wa lkota ... WALIKOTA METRO,
| a1 e _.. ] N Te—
LT E 1% "::_ .

.......... J

——

J
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Lampiran X1 : Peraturan Walikola Metro
Nomor : IS Tahun 2019

Tanggal : ¢ MY 2019

DOKUMENTASI (FOTO) PEREEMBANGAN KEGIATAN

Namis POKIA it

Rematan. = 1 ccvemssmmeriiminsnme iersmiaans

Lokasi 71 U2 5 RO e e e A o
(2. 5T 4 et
Kecamatan

Keterangan s Foto 0%, 100%

Kasubbag .. THL
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Lampiran XII : Peraturan Walikota Metro
Nomor @ 15 Tahun 2019
Tangpal : #& M a1y

Gambar Lampu Penerangan Lingkungan
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Lampiran XII : Peraturan Walikota Mctro
Nomor ;o \9 Tahun 2019

Tanggal : &> M4 2019

Gambar Lampu Penerangan Lingkungan
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Lampiran XIII :

Peraturan Walikota Metro
Nomor

Tanggal

' Tahun 2019
7% ™M 2019

Gambar Detail Lampu Penerangan Lingkungan
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